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ABSTRACT 
 BMT Tumang is sharia financial institutions with a concept far from 
usury and in accordance with Islamic Shari'a, making BMT Tumang products 
become the choice of Muslim community in Indonesia especially in central java 
who want to avoid usury. One of BMT Tumang products that many people are 
interested in is ijarah / lease. 
 This study aims to determine whether the application of accounting 
transactions in ijarah agreement applied BMT Tumang in Boyolali is in 
conformity with the provisions of Ijarah and PSAK No. 107. 
 This research was conducted at BMT Tumang. Techniques of data 
collection is done through interviews, observation, documentation and literature 
study using descriptive qualitative analysis method that is by describing the 
application of accounting in ijarah agreement in BMT Tumang and analyzed in 
accordance with the provisions of ijarah and PSAK No. 107. The validity of the 
data used is source triangulation. The results of the research indicate that the 
provisions of ijara agreement applied by BMT Tumang are in accordance with the 
ijarah contract agreement, and the application of ijarah contracting account in 
BMT Tumang covering the recognition, measurement, presentation and disclosure 
is in accordance with PSAK No. 107. 
 
Keywords: Ijarah Agreement, Application of PSAK No. 107. 
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ABSTRAK 
BMT Tumang adalah lembaga keuangan syariah dengan konsep yang jauh 
dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk BMT Tumang menjadi 
pilihan masyarakat muslim di Indonesia khususnya di jawa tengah yang ingin 
terhindar dari riba. Salah satu produk BMT Tumang yang banyak diminati 
masyarakat adalah ijarah/sewa menyewa.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi 
transaksi dalam akad ijarah yang diterapkan BMT Tumang di Boyolali sudah 
sesuai  dengan ketentuan ijarah dan PSAK No. 107. 
Penelitian ini dilakukan di BMT Tumang. Tekhnik pengumpulan data 
dilakukan melalui  wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan 
penerapan akuntansi dalam akad ijarah di BMT Tumang dan dianalisis 
kesesuainya dengan ketentuan ijarah dan PSAK No. 107. Keabsahan data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ketentuan akad ijarah yang diterapkan oleh BMT Tumang sudah sesuai dengan 
ketentuan akad ijarah, serta penerapan akuntansi akad ijarah di BMT Tumang 
yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya sudah 
sesuai dengan PSAK No. 107. 
 
Kata kunci: Akad Ijarah, Penerapan PSAK No. 107. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Berkembangnya perbankan dengan menerapkan prinsip syari‟ah atau lebih 
dikenal dengan nama bank syari‟ah di Indonesia bukan merupakan hal baru lagi. 
Mulai diawal tahun 1990 telah terwujud ide tentang adanya bank Islam di 
Indonesia, yang merupakan wujud ketidak setujuan terhadap sistem riba yang 
bertentangan dengan hukum Islam (Hidayat, 2013: 168). 
Pesatnya pertumbuhan perbankan syari‟ah nasional, terutama setelah 
dikeluarkannya UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 
dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, aturan  
mengenai perbankan syari‟ah saat ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia 
No. 97/PB/2007 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional 
menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syari‟ah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syari‟ah. 
Dengan dikeluarkannya peraturan peraturan tersebut memberikan 
keuntungan bagi pengelolaan transaksi keuangan dengan sistem syari‟ah dalam 
rangka mewujudkan dan membangun sistem perbankan yang sehat. Komite 
akuntansi syari‟ah dewan akuntansi standar keuangan menerbitkan enam 
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Peryataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan 
syari‟ah yang berlaku 1 januari 2008. 
  
M. Yusuf Wibisana menjelaskan PSAK bukan hanya sebagai acuan 
transaksi perbankan, tetapi juga mengatur seluruh transaksi lembaga keuangan 
syari‟ah. Dalam penyusunan PSAK tersebut, komite akuntansi syari‟ah mengacu 
pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syari‟ah Indonesia (PAPSI) Bank 
Indonesia, selain itu juga pada sejumlah fatwa akad keuangan syari‟ah yang 
diterbitkan oleh Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 
Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya 
lembaga keuangan syari‟ah. Dalam ajaran Islam kegiatan ekonomi dan bisnis 
dilarangan untuk berbuat curang dan dzalim. Transaksi syari‟ah berlandaskan 
pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah 
(kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagian hidup bagi seluruh umat manusia 
untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (alfalah) 
(Wiroso, 2011: 27).  
Bank syari‟ah adalah satu lembaga perbankan yang melaksanakan tiga 
fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan 
investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari 
bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syari‟ah 
(Ismail, 2011:39). Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari‟ah 
telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. 
Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk 
keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman 
uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah (Karim, 2011:18). 
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Baitul Mal Wa Tamwil merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis 
yang berupa koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam 
operasionalnya, BMT ini menitik beratkan pada peningkatan kualitas kehidupan 
ekonomi sosial masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu, keberadaan 
BMT diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui produk 
yang disediakan, baik hubungannya dengan menabung atau meminjam (Ridwan, 
2004:73) 
Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beraneka ragam 
menyebabkan lembaga keuangan syari‟ah mengeluarkan produk pembiayaan 
multijasa. Menurut Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan 
multijasa, bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz), dan akad yang 
digunakan adalah ijarah dan kafalah. Pembiayaan ini digunakan dalam bentuk 
penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji, 
kepariwisataan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan multijasa ini, bank syari‟ah 
memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee yang harus disepakati di awal akad dan 
dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase (DSN MUI). 
Produk yang ditawarkan oleh BMT  dibagi menjadi dua, yaitu produk 
penghimpunan dana (funding) dan produk penyaluran dana (landing). 
Penghimpunan dana di BMT berbentuk simpanan / tabungan, giro dan deposito 
dan akad yang digunakan adalah akad wadi‟ah dan mudarabah. Dalam penyaluran 
dana kepada nasabah, BMT menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Produk 
pembiayaan di BMT terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan 
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penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan 
prinsip kerja sama, dan pembiayaan dengan prinsip sewa. 
Menurut Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan ijarah, bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) 
atas sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 
sendiri (Dewan Syari‟ah Nasional). Karena itu, ijarah dalam konteks perbankan 
syari‟ah adalah suatu lease contract. Lease contract adalah suatu lembaga 
keuangan menyewakan peralatan (equipment), baik dalam bentuk sebuah 
bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-
lain (Mardani, 2014: 247). 
Dalam ijarah, pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan mu’ajir. 
Pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan musta’jir. Sesuatu yang 
manfaatnya diakadkan dinamakan ma’jur. Apabila akad penyewaan dilakukan 
dengan sah maka tetaplah kepemilikan penyewa atas manfaat dan tetaplah 
kepemilikan pemilik barang atas sewa karena ini adalah akad tukar-menukar ( 
Sabiq, 1971: 111 ). 
Pelaksanaan akad ijarah dalam perbankan syari‟ah harus ada keterkaitan 
kerjasama antara pihak lembaga keuangan (Bank / BMT) selaku penyedia dana 
dan penyewa. Dimana bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan 
penyediaan objek sewa yang dipesan anggota, pengembalian atas penyediaan dana 
bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun dibayar sekaligus, dan 
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pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan dalam bentuk piutang 
maupun dalam bentuk pembebasan utang (Ismail 2011: 160). 
Setiap pelaksanaan transaksi pembiayaan ijarah, akad merupakan kunci 
utama, tanpa adanya akad maka transaksinya diragukan karena dapat 
menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam sangat jelas mendorong 
sepenuhnya bagi warga masyarakat terutama penganutnya agar hati hati dan harus 
membuat akad dari setiap transaksi yang mereka laksanakan agar tidak tersesat 
dikemudian hari ( Ali, 2008:39) 
Pada penelitian Hizazi (2010), menyatakan Hasil penelitian ini bahwa 
penerapan akuntansi syariah di BMT Al Ishlah sudah baik dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip akuntansi syariah. Tetapi masih banyak juga penelitian yang 
menyatakan ketidak sesuaian akad ijarah dengan penerapan perlakuan akuntasi 
ijarah. 
Penelitian Pamela (2009), menyatakan hasil penelitian di BMT Amratani 
belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK, dalam penerapannya tidak seluruhnya 
diterapkan. Sedangkan dalam pengakuannya BMT Amratani Group menggunakan 
metode accrual basic. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK. Sedangkan 
penerapan kriteria pengukurannya telah sesuai dengan PSAK. Dalam 
penyajiannya BMT Amratani Group telah menyajikan transaksi yang berkaitan 
dengan pembiayaan ijarah telah sesuai dengan PSAK. Sedangkan dalam 
pengungkapannya masih sebagian saja, belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK. 
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Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa BMT yang ada di Indonesia 
belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Penelitian ini mengambil 
salah satu BMT yang ada di Indonesia yaitu BMT Tumang untuk mengetahui 
apakah BMT Tumang sudah menerapkan PSAK 107 tentang Ijarah, Untuk 
mengetahui kebenaran tentang anggapan masyarakat. 
Dari uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan judul Analisis Akad Sewa Menyewa di BMT Tumang (Ditinjau dari 
Prefektif Ijarah dan ketentuan Akuntansi Syari‟ah). 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pembahasan dari latar belakang permasalahan, maka 
identifikasi masalah dari penelitian ini adalah analisis penerapan  akad sewa 
menyewa di BMT Tumang dalam penyusunan laporan keuangannya berdasarkan  
PSAK No. 107 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya pada penerapan 
akuntansi dalam transaksi pembiayaan ijarah dibandingkan dengan standar 
akuntansi syariah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 
107. 
1.4 Rumusan Masalah 
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Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi bahasan 
dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad sewa menyewa di BMT 
Tumang Boyolali  ditinjau dari perspektif ijarah dan PSAK 107 
 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui implementasi penerapan akad ijarah pada BMT tumang di 
Boyolali apakah sudah sesuai dengan ketentuan Ijarah dan Peryataan Standar 
Akuntansi Keungan (PSAK) No. 107. 
1.6 Manfaat Penelitian 
Dalam pembuatan laporan ini terdapat banyak sekali manfaat yang bisa 
diperoleh, baik itu manfaat akademik dan manfaat praktis: 
1. Manfaat Akademis 
a. Memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai penerapan akad 
ijarah pada BMT 
b. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari teori-teori pembelajaran 
khususnya tentang Sewa menyewa menggunakan akad ijarah 
2. Manfaat Praktis 
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a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengembangan penerapan PSAK No. 107 dalam transaksi ijarah 
dengan upaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat 
b. Bagi masyarakat dapat memberikan manfaat serta menambah 
khazanah ilmu pengetahuan mengenai penerapan akad ijarah pada 
pembiayaan multijasa yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi 
syari‟ah. 
 
1.7 Jadwal Penelitian 
Penelitian ini dilakuan penulis pada BMT Tumang sewaktu penelitian 
direncanakan mulai penyusunan usulan penelitian sampai terlaksana laporan 
penelitian ini, yakni pada bulan april sampai bulan juli tahun 2017. 
1.8 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : 
BAB I      PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, 
jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam 
menganalisis permasalahan untuk penelitian. Penelitian yang relevan 
dan kerangka berfikir. 
BAB III   METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang desain penelitian, subjek penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data. 
BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, hasil 
penelitian. 
BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi kesimpulan kesimpulan dari serangkaian pembahasan, 
saran saran, daftar pustaka serta lampiran. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah) 
Pengertian dari ijarah menurut Antonio (2001: 117) adalah akad 
pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 
diikuti pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. 
Adapun ijarah dalam hukum islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban 
yang objeknya adalah manfaat dan jasa (Anwar, 2010: 54). 
Landasan Syariah tentang sewa-menyewa Al Quran surat Al Baqarah 233, 
yang berbunyi: 
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ke tahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan. 
Disebutkan bahwa “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” 
menunjukan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) 
secara patut, termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing (Antonio, 
2001:118). Dalam pembiayaan ijarah konsep yang digunakan hampir sama 
dengan pembiayaan murabahah yang menjadi pembeda adalah objek transaksinya. 
Pada pembiayaan murabahah objek yang di perjual belikan adalah barang 
sedangkan dalam pembiayaan ijarah objek transaksinya adalah manfaat maupun 
jasa (Karim, 2010:137). 
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Menurut Sabiq (1971), ijarah dapat menjadi fasakh (batal) karena hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau 
terlihat aib lama padanya. 
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang 
menjadi ain. 
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur alaih) karena akad tidak 
mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang). 
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan atau 
berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. 
Dalam ijarah beberapa barang yang dapat disewa seperti barang modal, 
barang produksi, barang kendaraan transportasi juga didalamnya termasuk jasa 
untuk membayar ongkos seperti uang sekolah, tenaga kerja, kesehatan dll. Seperti 
yang dijelaskan pada kitab Al Muhadzdzab dikutip dari Fatwa DSN-MUI tentang 
multijasa bahwa boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat 
karena keperluan manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena 
akad jual beli atas benda dibolehkan maka sudah seharusnya boleh pula akad 
ijarah atas manfaat. 
2.1.2 Pengertian Akad Ijarah 
Secara istilah ijarah berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat 
dengan imbalan (Sabiq, 1971:177). Pengertian yang hampir sama juga 
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dikemukakan oleh ulama Hanafi, bahwa ijarah berarti akad suatu manfaat dengan 
imbalan (Janwari, 2015: 88). Sedangkan pengertian ijarah menurut ulama 
Syafi‟iyah ialah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat 
mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu (Haroen, 2000: 228). 
Menurut Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 
ijarah, bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sewa 
atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri 
(Dewan Syari‟ah Nasional).  
Ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu lease contract. Lease 
contract adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment), baik 
dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, 
pesawat terbang, dan lain-lain (Mardani, 2014: 247). 
Ketentuan akutansi syariah mengenai akad ijarah yaitu  
1. Pelaku harus cakap hukum dan baligh. 
2. Objek akad ijarah. 
a. Manfaat aset / jasa adalah sebagai berikut : 
1) Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 
2) Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan) 
maka ijarah atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak 
sah. 
3) Dapat di alihkan manfaatnya secara syariah. 
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4) Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 
ketidak tahuan yang dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari. 
5) Jangka waktunya harus jelas. 
b. Sewa dan Upah, yaitu sesutu yang dijanjikan dan dibayarkan penyewa 
atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai 
pembayaran manfaat aset atau jasa yang digunakannya. 
1) Harus jelas besarannya, dan diketahui oleh para pihak yang berakad. 
2) Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang 
serupa dengan objek akad. 
3) Bersifat fleksibel dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, 
tempat dan jarak serta lainnya yang berbeda. 
c. Ketentuan Syari‟ah untuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) adalah: 
1) Pihak yang melakukan IMBT harus melakuakn akad ijarah terlebih 
dahulu, sedangkan akad perpindahan kepemilikan, baik itu jual beli 
ataupun pemberian, hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya akad 
ijarah. 
2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah 
adalah wa’ad, yang hukumnya tidak mengikat. 
3) Adanya ijab kabul, bukan pernyataan dan ekspresi saling rido di 
antara pihak pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, 
tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara 
komunikasi modern. 
2.1.3 Syarat Ijarah 
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Sayarat Ijarah adalah sebagai berikut (Hasan, 2003:18) : 
1. Baik Mu’ajir  atau musta’jir harus balig dan berakal. 
2. Musta’jir harus benar benar memiliki barang yang disewakan itu atau 
mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu. 
3. Kedua pihak harus sama-sama ridho menjalankan akad. 
4. Manfaat yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama 
penyewaannya sehingga tidak menimbulkan persengketaan. 
5. Manfaat atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan secara 
syariah. 
6. Manfaat yang dinikmati dari sewa harus halal atau mubah karena ada 
kaidah “menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah haram 
hukumnya”. 
7. Pekerjaan yang diupahkan itu tidak merupakan suatu kewajiban yang 
harus dilakukan oleh seseorang  yang diupah sebelumnya terjadi akad 
seperti menyewa untuk sholat. 
8. Upah harus berupa harta yang secara syariah bernilai. 
2.1.4 Berakhirnya Akad Ijarah 
Akad ijarah akan berakhir apabila sebagai berikut ini (Hasan, 2003:12) : 
1. Salah satu pihak meninggal dunia, jika barang yang disewakan itu berupa 
hewan maka kematiaannya akan mengakhiri ijarah. 
2. Kedua pihak membatalkan akad dengan iqolah. 
3. Barang yang disewakan hancur atau rusak. 
4. Masa berlakunya akad telah selesai. 
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2.1.5 Fatwa DSN MUI  
Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan 
ijarah: 
1. Rukun dan Syarat Ijarah 
a. Shigat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah 
pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 
b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa / 
pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. 
c. Objek akad ijarah, yaitu 
1) Manfaat barang sewa. 
2) Manfaat jasa dan upah. 
2. Ketentuan Objek Ijarah 
a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. 
b. Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan 
dalam kontrak. 
c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syari‟ah. 
e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan 
sengketa. 
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f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 
waktunya, Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 
g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah 
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat 
dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa 
atau upah dalam ijarah. 
h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari 
jenis yang sama dengan obyek kontrak. 
i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau sewa dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 
3. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 
a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. 
b.  Menanggung biaya pemeliharaan barang. 
c. Menjamin bila terjadi cacat pada barang yang disewakan. 
4. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 
a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga 
keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak). 
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak 
materiil). 
c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari 
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak 
penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas 
kerusakan tersebut. 
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d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara para pihak, maka pemyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 
2.1.6 Pengertian Akuntansi 
Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, 
pengakuan pengklasifikasian, penggabungan peringkasan, dan penyajian data 
keuangan dasar yang terjadi dari kejadian kejadian transaksi transaksi, atau 
kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan 
informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan (Suwardjono, 2008:10). 
Menurut AICPA (American Institute of Certified Public Acountants), 
Bridwan (2004:1) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. 
Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat 
keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan 
keputusan keputusan ekonomi dalam memilih alternative alternative dari suatu 
keadaan. 
Akuntansi sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bisnis 
menghendaki adanya sebuah proses pencatatan yang penuh dengan nilai-nilai etis 
yang menjadi prinsip dasarnya. Atas dasar tersebut memerlukan sebuah pemikiran 
untuk memunculkan konsep akuntansi syariah. Sehingga hal yang sangat menjadi 
perbedaan mendasar antara akuntansi syari‟ah dan konvensional adalah masalah 
prinsip etika dan moralitas dari praktik bisnis lembaga keuangan tersebut. Hal ini 
menjadi latar belakang timbulnya sistem akuntansi syariah (Sumar‟in, 2012: 105). 
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Akuntansi syariah pada intinya akuntansi yang akan dinilai kembali dari 
sudut pandangan Islam. Kecenderungan lahirnya syariah adalah sangat baru dan 
para ahli akuntansi syariah belum secara jelas membuat tujuannya. Akuntansi 
dalam pandangan Islam adalah tergantung pada tujuan masyarakat Islam yang 
sempurna (Muhammad, 2005: 150-151). 
Akuntansi sebenarnya merupakan domain “muamalah” dalam kajian 
Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk 
mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah 
SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur‟an (Al-Baqarah 
ayat 282), Ayat ini sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat 
akuntansi yang dapat dianalogkan dengan “double entry”, dan menggambarkan 
angka keseimbangan atau neraca (Harahap, 2004: 26). 
Menurut (Naban, 2006: 6), adapun ayat yang menjelaskan tentang hal 
tersebut yaitu Surat Al-baqarah Ayat 282:  
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya. (Q.S. AL. 
Baqarah:282). 
 
 Naban (2006: 6) menyimpulkan dari ayat diatas bahwa Allah telah 
mengajarkan kepada umat manusia untuk melakukan kegiatan pencatatan dalam  
kegiatan transaksi. Kegiatan pencatatan ini pada masa sekarang tidak lain adalah 
kegiatan jurnal dalam siklus akuntansi. Perintah Allah untuk memenuhi panggilan 
53 
 
 
apabila diminta untuk bersaksi dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelaporan atas 
kegiatan transaksi dan pencatatan yang dilakukan. Apabila diperhatikan maka ayat 
tersebut telah mengajarkan untuk melakukan seluruh kegiatan siklus akuntansi 
mulai transaksi sampai dengan pelaporan keuangan.  
 Menurut Muhammad (2002:11) nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan 
kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari‟ah. Ketiga nilai tersebut 
tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi 
syar‟iah. Berikut uraian yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282: 
1. Prinsip Pertanggungjawaban (accountability), merupakan konsep yang 
tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban 
selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan 
akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis selalu 
melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah di amanatkan dan di 
perbuat kepada pihak-pihak yang terkait. 
2. Prinsip Keadilan 
Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah 
mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Dalam konteks 
akuntansi, menegaskan kata adil dalam 282 surat Al-Baqarah secara 
sederhana bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat 
dengan benar. Misalnya bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, 
maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama, 
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dengan demikian kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi 
mengandung dua pengertian yaitu:  
a. Berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan 
faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi 
yang disajikan akan sangat menyesatkan dan sangat merugikan 
masyarakat.  
b. Kedua kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada 
nilai-nilai etika/syariah dan moral. Pengertian kedua inilah yang lebih 
merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya 
dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun 
akuntansi (alternatif) yang lebih baik. 
3. Prinsip Kebenaran 
Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan 
prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan 
selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. 
Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada 
nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam 
mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. 
2.1.7 Perlakuan Akutansi Ijarah 
Perlakuan akutansi untuk sewa menyewa yang perlu diungkapkan sesuai 
dengan PSAK 107, yaitu : 
1. Pengakuan dan pengukuran 
a. Akuntansi pemilik (mu’jir) 
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1) Biaya perolehan, objek ijarah diakuai pada saat objek ijarah 
diperoleh sebesar biaya perolehan. 
2) Penyusutan dan amortisasi, objek ijarah disusutkan atau 
diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau 
diamortisasai sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi 
untuk asset sejenis selama umur manfatnya (umur ekonomis). 
 
 
3) Pendapatan dan beban 
a) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat 
atas aset telah diserahkan kepada penyewa. 
b) Piutang pendapatan sewa dukur sebesar nilai yang dapat 
direalisasikan pada akhir periode pelaporan. 
c) Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah biaya 
perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya, 
dan jika penyewa melakukan perbaikan ruin objek ijarah 
dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut dibebankan 
kepada pemilik dan diakui sebagai beban saat terjadinya. 
b. Akutansi penyewa (musta’jir) 
1) Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset 
telah diterima. 
2) Utang sewa dukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas 
manfaat  yang telah diterima. 
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3) Biaya pemeliharan objek ijarah yang disepakati dalam akad 
menjadi tangungan penyewa diakui sebagai beban pada saat 
terjadinya. 
4) Perpindahan kepemilikan, pada saat perpindahan kepemilikan 
objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah 
muntahiyah bittamlik dengan cara: 
a) Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar 
nilai wajar objek ijarah yang diterima. 
b) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa 
mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai 
yang disepakati. 
c) Pembelian setelah masa akad beakhir, maka penyewa 
mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai 
yang disepakati. 
d) Pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset 
sebesar nilai wajar. 
5) Jual dan ijarah, jika suatu entitas menjual ijarah kepada lain dan 
kemudian menyewanya kembali maka entitas tersebut mengakui 
keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan 
dalam laporan laba rugi dan menerapkan akuntansi penyewa. 
Keuntungn atau kerugian yang timbul  dari ransaksi jual dan 
ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban 
ijarah. 
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2. Penyajian 
Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang 
terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharan dan perbaikan, dan 
sebagainya. 
3. Pengungkapan  
Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah 
dan ijarah muntahiyah bittamlik tetapi tidak terbatas pada: 
a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan tetapi tidak terbatas pada 
1) Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang 
digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan). 
2) Pembatasan pembatasan misalnya ijaran lanjut. 
3) Agunan yang digunakan (jika ada). 
b. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang 
diakaui (jika ada transaksi jual dan ijarah). 
c. Ketentuan transaksi, Pernyataan ini diterapan secara prospektif. 
Penerapan retrospektif diperkenankan tetapi tidak disyaratkan. 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Penelitian Hizazi (2010), Susfayetti dan Rahayu, dengan judul “Analisis 
Penerapan Akuntansi Syariah di BMT Al Ishlah Kota Jambi” menyatakan Hasil 
penelitian ini bahwa penerapan akuntansi syariah di BMT Al Ishlah sudah baik 
dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. 
Penelitian Pamela (2009), dengan judul  penelitian “Analisis Perlakuan 
Akuntansi Ijarah (Studi Pada BMT Amratani Group)”. Menyatakan hasil 
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penelitian di BMT Amratani belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK, dalam 
penerapannya tidak seluruhnya diterapkan. Sedangkan dalam pengakuannya BMT 
Amratani Group menggunakan metode accrual basic. Hal tersebut telah sesuai 
dengan PSAK. Sedangkan penerapan kriteria pengukurannya telah sesuai dengan 
PSAK. Dalam penyajiannya BMT Amratani Group telah menyajikan transaksi 
yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah telah sesuai dengan PSAK. Sedangkan 
dalam pengungkapannya masih sebagian saja, belum sepenuhnya sesuai dengan 
PSAK. 
Soraya (2010), “Penerapan penentuan biaya ijarah dalam sistem gadai 
syariah di perum pegadaian syariah pekalongan”. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perhitungan biaya ijarah yang diterapkan Perum Pegadaian 
Syariah di Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-
MUI/III/2002, perhitungan ijarah tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah 
melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. Dan yang membedakan besar 
kecilnya diskon adalah besar kecilnya resiko yang akan diterima pihak pegadaian 
syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, 
begitupun sebaliknya bila resiko yang akan diterima pihak pegadaian syariah 
maka pemberian diskon akan semakin besar. 
Pada penelitian Abidin (2011), dengan judul “Analisis Hukum Islam 
Terhadap Pembiayaan Multi jasa Dengan Akad Ijarah di BPRS Mitra Harmoni 
Semarang”. Menyatakan hasil penelitian ini bahwa pembiayaan multijasa dengan 
akad Ijarah  yang di terapkan di BPRS Mitra Harmoni Semarang digunakan untuk 
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talangan biaya jasa pendidikan, kesehatan, dan biaya renovasi rumah.bila ditinjau 
dari dari konsep fiqih sudah sah dan sesuai. 
 Penelitian Aziza (2009), “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan 
Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syari‟ah Cabang 
Kusumanegara Yogyakarta”. Menyatakan pelaksanaan penerapan prinsip ijarah 
pada praktik tarif jasa simpan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. 
 Penelitian Ilahy (2013), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad 
Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta”. 
Menyatakan bahwa praktik pembiayaan ijarah multijasa di BMT Batik Mataram 
Wirobrajan sudah sesuai dengan DSNno.44/DSN-MUI/II/2004. 
2.3 Kerangka Berfikir 
Secara harfiah ijarah berarti memberikan sesuatu dengan sewa, dan secara 
teknis menyangkut penggunaan properti milik orang lain berdasarkan ongkos 
sewa yang diminta. Konsekwensinya, suatu ijarah didasarkan pada perjanjian 
antara orang yang menyewakan dan penyewa atas penggunaan aset tertentu. 
Orang yang menyewakan tetap sebagai pemilik aset dan penyewa menguasai serta 
menggunakan aset tersebut dengan membayar uang sewa tertentu untuk suatu 
periode waktu tertentu (Latifa, 2003:87). 
Secara sistematik, kerangka berpikir dalam penulisan ini dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
kerangka Berfikir 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Berawal dari masalah yang ingin diteliti penulis yaitu sejak beroperasinya  
BMT Tumang hingga saat ini apakah BMT Tumang sudah sesuai dalam 
menjalankan prosedur hingga pencatatan berdasarkan pernyataan standar 
akuntansi keuangan syariah (PSAK) No. 107 dan ketentuan DSN MUI dalam 
transaksi ijarah.  
Sewa Menyewa 
Ketentuan 
Ijarah 
Analisis 
Kesimpulan 
PSAK 
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 Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, Mengetahui 
tentang akad Ijarah, Pernyataan Standar Akuntansi, dan ketentuan DSN MUI, 
selanjutnya mengumpilkan data-data mengenai  Pernyataan Standar Akuntansi 
dan ketentuan DSN MUI yang diterapkan di BMT Tumang Boyolali, kemudian 
dianalisis dengan menggunakan PSAK 107 yg dikeluarkan oleh IAI dan ketentuan 
Ijarah menurut DSN MUI sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu 
dengan mendeskripsikan penerapan akuntansi dalam akad ijarah di BMT Tumang 
dan dianalisis kesesuainya dengan ketentuan ijarah dan PSAK No. 107. Tekhnik 
pengumpulan data dilakukan melalui  wawancara, observasi, dokumentasi dan 
studi pustaka. 
Dengan  digunakan  metode deskriptif kualitatif  ini  maka  data  yang  
didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, 
sehingga tujuan penelitian  dapat  dicapai.  Desain  penelitian  kualitatif  ini  
dibagi  dalam  empat tahap, yaitu:  
1. Perencanaan 
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  tahap  ini  adalah  sebagai 
berikut: Analisis akad Ijarah yang ada di BMT Tumang serta menganalisis 
laporan keuangan yang mencakup terjadi efektif atau efisien lalu 
mengukur pada saat pengakuan,pegungkapan, penyajian, dan pengukuran  
dalam transaksi ijarah di BMT Tumang 
2. Pelaksanaan  
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Pada  tahap  ini  peneliti sebagai  pelaksana  penelitian  sekaligus 
sebagai  human  instrument  mencari  informasi  data,  yaitu  wawancara 
mendalam  pada  bagian akuntansi dan manager di BMT Tumang.   
 
3.  Analisis Data  
Analisis  data  dilakukan  setelah  peneliti  melakukan  wawancara mendalam 
terhadap bagian akuntansi dan manager di BMT Tumang. 
4. Evaluasi  
Semua  data mengenai ketentuan akad Ijarah dan laporan keuangan perencaan 
yang digunakan bagian evaluasi dan pelaporan di BMT Tumang yang telah 
dianalisis kemudian disesuaikan dengan PSAK No. 107 dan DSN MUI. 
3.2.  Subjek Penelitian   
Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah karyawan bagian 
akuntansi pada BMT Tumang di boyolali dengan tujuan untuk mengetahui 
pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pencatatan transaksi ijarah yang telah 
diterapkan di BMT Tumang. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah 
manajer dan nasabah di BMT Tumang. 
3.3.  Sumber Data 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
Data–data tersebut berupa data hasil wawancara dan atau 
observasi langsung dengan pihak BMT Tumang di Boyolali. 
2. Data Sekunder 
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Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh 
secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang 
tetdiri atas struktur data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-
buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian 
(Purhantara,2010:79). Data sekunder yang diperlukan antara lain 
gambaran umum mengenai BMT Tumang tersebut, serta data-data lain 
yang berhubungan dengan penelitian ini. 
3.4.   Teknik Pengumpulan Data  
Sugiyono (2010: 308) mengatakan teknik pengumpulan data merupakan 
langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 
penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data ini sebagai cara 
operasional yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. 
Berhasil tidaknya suatu penelitian dapat bergantung pada data yang diperoleh. 
Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan sebagai alat pengambil data. Dalam penelitian ini teknik 
pengumpulan data dilakukan adalah: 
1. Observasi 
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut 
H.B. Sutopo (2002:64) “Teknik observasi digunakan untuk menggali 
data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekanan 
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gambar”. Sedangkan Nasution mangatakan bahwa “ Observasi adalah 
dasar semua ilmu pengetahuan” (Sugiyono, 2013: 310). 
Ada 3 macam observasi yaitu observasi berpartispasi (participant 
observation), obsevasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt 
observation and covert observation), dan observasi yang tak terstruktur 
(unstructured observation) (Sugiyono, 2010: 310).  
Penelitian ini menggunakan teknik observasi terus terang dan 
tersamar (overt observation and covert observation) yaitu peneliti dalam 
pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia 
sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak 
terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari 
kalau suatu data yang masih dirahasiakan. Observasi yang dilakuakan 
peneliti adalah dengan mengamati laporan keuangan yang disusun oleh 
BMT Tumang di Boyolali. 
2. Wawancara 
 Sugiyono (2010:317) mengatakan bahwa “Wawancara digunakan 
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi 
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih 
mendalam”. Ada beberapa macam wawancara yaitu: 
a. Wawancara Terstruktur (Stuctured interview) 
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Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 
data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan 
pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 
b. Wawancara Semi Terstruktur (semistructured interview) 
Wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan 
secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 
pendapat, dan ide-idenya. 
c. Wawancara Tak Terstruktur 
Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 
lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2012:32). 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur. 
Artinya dalam wawancara ini menggunakan pedoman wawancara 
tetapi ada umpan balik dari responden yang dirasa perlu ditanyakan 
peneliti, sehingga peneliti bisa menanyakan kepada informan 
walaupun didalam pedoman wawancara tidak ada pertanyaannya. 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak 
manajemen dan pihak pelaporan divisi accounting BMT Tumang. 
 Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti 
meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. 
Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan 
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atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas 
dan jelas mengenai topik penelitian. 
3. Dokumentasi 
Menurut Sugiyono (2010: 329), “Dokumentasi merupakan 
catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi dokumen merupakan bahan 
tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. 
dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang 
disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data 
otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan 
laporan keuangan di BMT Tumang yang dapat digunakan sebagai data 
pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan 
observasi. 
4. Studi Pustaka 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari 
buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan 
media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3.5. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis 
data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari  hasil  observasi,  wawancara,  catatan  lapangan  dan  studi  dokumentasi,  
dengan  cara mengorganisasikan data ke sintetis, menyusun ke dalam pola, 
memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat 
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kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 
2009: 244). 
Dalam penggunaan teknik analisis data, penulis mengacu pada teknik yang 
sudah umum digunakan oleh para peneliti, yakni teknik analisis data model 
interaktif. Langkah-langkah analisis data interaktif yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hal tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan kegiatan yang digunakan untuk 
memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan 
melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh masih berupa data mentah yang tidak teratur, sehingga 
diperlukan analisis agar data menjadi teratur. 
2. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan suatu proses seleksi, pemfokusan, 
penyerdehanaan dan abstraki dari daya mentah. Di penelitian ini 
mereduksi data berasal dari data-data wawancara, observasi dan 
dokumentasi yang telah dikumpulkan. 
3. Sajian Data 
Sajian data merupakan kumpulan dari beberapa informasi yang 
memungkinkan menjadi kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. 
Sajian data dapat berupa matriks, gambar atau skema, jaringan kerja 
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kegiatan dan table. Semuanya dirakit secara teratur guna mempermudah 
pemahaman informasi. 
4. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir 
pengumpulan data, melainkan dibutuhkan suatu verifikasi yang berupa 
pengulangan dengan melihat dan mengecek kembali data mentah agar 
kesimpulan yang diambil lebih kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. 
Keempat komponen utama tersebut merupakan suatu rangkaian dalam 
proses analisis data satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan, 
dimana komponen yang satu merupakan langkah menuju komponen yang lainnya, 
sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak bisa mengambil 
salah satu komponen saja.  
Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang 
tidak dapat terpisahkan dari proses sebelumnya, karena merupakan satu kesatuan. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut: 
 
Gambar 3.1 
Komponen dalam analisis data (interactive model) 
 
 
    
 
Reduksi Data 
Sajian 
Data 
 
Pengumpula
n 
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(Sumber: Sugiyono, 2009) 
3.6. Reliabilitas dan Validitas Data 
3.6.1.  Triangulasi Sumber 
Pendekatan analisa data yang dipakai peneliti dalam keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber. Moleong (2007:330) triangulasi sumber adalah 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Menurut Moleong (2001:178) 
teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan berikut: 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 
yang dikatakannya secara pribadi. 
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan dan perspektiktif sesorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah atau tingg, orang berada, orang pemerintah. 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
Pengambilan 
Kesimpulan 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Tujuan 
Didirikannya BMT Tumang bertujuan untuk mengangkat status sosial 
ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang diridhoi Allah SWT dan 
berperan serta menggerakkan perekonomian umat, yang dibangun dengan asas 
manfaat, amanah dan adil dengan prinsip saling percaya, saling membantu dan 
mengacu pada kaidah syariah. 
4.1.2 Sifat 
BMT Tumang bersifat usaha bisnis yang berjalan sesuai dengan Al-quran 
dan Al-hadist, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara 
profesional. Aspek Baitul Maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota 
terutama dengan penggolongan dana ZISWA(zakat, infaq, sedekah, waqaf,dll) 
seiring dengan penguatan kelembagaan BMT Tumang. BMT Tumang juga 
berorientasi pada bisnis (bisnis oriented) dimaksudkan supaya pengelolaan BMT 
dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tinggi. 
4.1.3 Fungsi BMT 
Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi: 
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1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan 
mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, 
kelompok anggota muamalat(Poskuma) dan daerah kerjanya. 
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan poskuma menjadi lebih 
profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam 
oo0menghadapi persaingan global. 
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan anggota. 
4. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara agniya 
sebagai shohibul maal dengan du‟afa sebagai mudhorib, terutama untuk 
dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll. 
5. Menjadi perantara keuangan(financial intermediary) antara pemilik 
dana(shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan 
pengguna dan mudhorib untuk pengembangan usaha produktif. 
4.1.4 Struktur Organisasi BMT Tumang 
Struktur organisasi BMT Tumang menunjukan adanya garis wewenang 
dan tanggung jawab, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing.Struktur ini 
sangat penting untuk memperjelas tugas pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan 
masing-masing bagian dalam organisasi. 
Tentu saja masing-masing BMT memiliki karakteristik tersendiri, sesuai 
dengan besar kecilnya organisasi. 
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Gambar 4.1 
Struktur Organiasi BMT Tumang 
 
           
           
           
           
           
           
       
 
Sumber: BMT Tumang (2014) 
4.1.5 Produk dan Jasa BMT Tumang 
Musyawarah 
Anggota 
Tahunan 
Teller/ Kasir Marketing 
Pemasaran 
Accounting/ 
Pembukuan 
Manajer/ 
Direktur 
Dewan Pengawas 
Syariah 
Dewan 
Pengeurus 
Pengawas 
Manajemen 
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Dasar-dasar pengelolaan BMT dengan sistem syariah tidak menggunakan 
bunga sebab bunga adalah riba. Komitmen ini berdasarkan pada pengertian 
mengenai riba QS.Al Baqarah: 278-279 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman(278)Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. 
dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). 
Dalam pembiayaan, fungsi dan layanan BMT tidak berbeda dengan bank 
syariah. BMT juga menjadi penyandang dana bagi pengusaha yang datang 
kepadanya untuk mengajukan permohonan dana. Besar kecilnya dana dalam 
permohonan pengusaha itu pada akhirnya mendapatkan ketetapannya dari pihak 
BMT. 
Jenis-jenis layanan melalui produk BMT pun tidak berbeda dari jenis 
layanan bank syriah, yaitu: 
1. Sistem Jual-Beli 
a. Murabahah 
Transaksi Penjulan barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 
pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai 
(bai’naqdan) atau tangguh (ba’i mu’ajjal/bai’bitsaman ajil) 
b. Ba‟i As-Salam 
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Transaksi atau akad jual beli dimana barang yang 
diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli 
melakukan pembayaran di muka sedamgkan penyerahan barang baru 
dilakukan dikemudian hari. 
c. Jual Beli Istisna‟ 
Transaksi atau akad jual beli dalam bentuk pemesanan 
pembutan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu 
yang disepakati antara pemesan dan penjual. 
d. Ijarah 
Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan 
jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 
2. Sistem Bagi Hasil 
a. Musyarakah 
Musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan 
dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan 
porsi kontribusi dana. 
b. Mudharabah 
Akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola 
dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah 
bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila 
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terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali 
disebabkan oleh misconct, negligence, atau violation oleh pengelola 
dana. 
3. Sistem Jasa 
a. Qardh 
Qardh merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah 
dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad qarddh 
merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah 
dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh 
nasabah. 
 
 
b. Al- Wakalah 
Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak 
lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya tidak semua hal 
dapat diwakilkan contohnya, shoalat, puasa ,bersuci, dll. 
c. Al-Hiwalah 
Secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan 
warna kulit atau memikul sesuatu diatas pundak.Objek yang 
dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jika yang dialihkan utang 
maka akad hawalah pengalihan utang dari suatu pihak yang berutang 
kepada pihak lain yang wajib menanggung utangnya,dan sebaliknya. 
d. Rahn 
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Sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan 
melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 
pinjaman yang diterimanya.Barang gadai baru dapat diserahkan 
kembali kepada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas. 
e. Kafalah 
Yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh 
penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak 
kedua atau pihak yang ditanggung. 
4.2 Penerapan Akad Ijarah di BMT Tumang 
6. Rukun dan Syarat Ijarah di BMT Tumang. 
a. Ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang 
berkontrak. 
b. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa 
dan penyewa atau pengguna jasa. 
c. Objek akad ijarah, yaitu 
1) Manfaat barang. 
2) Manfaat jasa/upah. 
7. Ketentuan Objek Ijarah 
a. Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dilaksanakan dalam 
kontrak. 
b. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
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c. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 
syari‟ah. 
d. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. 
e. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 
waktunya, Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi 
fisik. 
8. Kewajiban BMT Tumang sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 
a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. 
b. Memberikan jaminan bila terjadi cacat pada barang yang disewakan. 
9. Kewajiban anggota sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 
a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga 
keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak). 
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan. 
c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena kesalahan dari 
penggunaan yang dibolehkan oleh BMT Tumanag, juga bukan 
karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, 
anggota tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut 
4.3 Penerapan akuntansi Akad Ijarah di BMT Tumang Dengan PSAK 107 
1. Pengakuan dan Pengukuran 
a. Pengakuan Biaya 
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Pengakuan biaya perolehan di BMT Tumang diakui pada saat 
memperoleh objek ijarah baik asset berwujud maupun tidak 
berwujud, diakui sebesar biaya perolehan. 
b. Penyusutan dan Amortisasi 
Penyusutan asset objek ijarah di BMT Tumang jika asset ijarah 
disusutkan/di amortisasi maka penyusutan/amortisasinya 
diperlakukan sama dan dihitung berdasarkan informasi harga 
peroleha untuk asset sejenis selama umur manfatnya (umur 
ekonomisnya). 
c. Pendapatan dan piutang sewa 
Pendapatan sewa di BMT Tumang diakui pada saat manfaat 
atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode 
pelaporan. Sedankan piutang pendapatan sewa jika manfaat telah 
diserahkan tapi BMT Tumang belum menerima uang, maka akan 
diakaui sebagai piutan pendapatan sewa, dan diukur sebesar nilai yan 
dapat direalisasikan. 
d. Pengakuan Biaya Perbaikan 
1) Pengakuan biaya perbaikan rutin di BMT Tumang dilakukan 
oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai 
beban pemilik pada saat terjadinya transaksi. 
2) Jika pengakuan biaya perbaikan tidak rutin di BMT Tumang 
atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat 
terjadinya transaksi. 
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2. Penyajian  
Penyajian pendapatan ijarah pada BMT Tumang disajikan secara 
neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, 
beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.,  
3. Pengungkapan  
BMT Tumang mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait 
transaksi ijarah tetapi tidak terbatas pada penjelasan umum isi akad yang 
signifikan, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi 
untuk setiap kelompok ijarah. 
4.4 Pembahasan Hasil Analisis Data 
1. Penerapan Ijarah Pada Akad Sewa Menyewa di BMT Tumang di 
Boyolali 
Ketentuan ijarah menurut DSN MUI Pelaku harus cakap hukum dan 
baligh. BMT tumang sudah sesuai dengan ketentuan ijarah, karena 
penyewa sudah baligh dan cakap hukum, sedangkan dari aspek objek 
akad ijarah di BMT Tmang adalah sebagai berikut: 
a. Ketentuan ijarah menurut DSN MUI rukun dan Syarat Ijarah: Shigat 
Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah 
pihak, Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi 
sewa / pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Sedangkan 
ketentuan di BMT Tumang yaitu: Ijab dan qabul, Pihak yang 
berakad terdiri dari pemberi sewa dan penyewa. Untuk rukun dan 
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syarat akad ijarah yang diterapkan di BMT Tumang sudah sesuai 
dengan ketentuan akad ijarah.  
b. Ketentuan Objek Ijarah menurut DSN MUI yaitu: Objek ijarah 
adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa, manfaat 
barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 
kontrak, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan 
(tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata 
dan sesuai dengan syariah, manfaat harus dikenali secara spesifik 
sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) 
yang akan mengakibatkan sengketa, spesifikasi manfaat harus 
dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, Bisa juga 
dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.  
 Sedangkan di BMT Tumanag yaitu:  Manfaat barang atau jasa 
dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang atau 
jasa yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan 
memenuhi manfaat nyata dan sesuai dengan syari‟ah, manfaat 
dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 
ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Ketentuan objek 
ijarah di BMT Tumang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. 
c. Kewajiban LKS menurut DSN MUI sebagai pemberi manfaat barang 
atau jasa: Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang 
diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, menjamin bila 
terjadi cacat pada barang yang disewakan. Sedangkan Kewajiban 
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BMT Tumang sebagai pemberi manfaat barang atau jasa yaitu: 
Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, 
memberikan jaminan bila terjadi cacat pada barang yang disewakan. 
Untuk ewajiban LKS di BMT Tumangsudah sesuai dengan fatwa 
DSN MUI. 
2. Penerapan Akuntansi Ijarah pada BMT Tumang di Boyolali dengan PSAK 
NO. 107 
a. Pengakuan dan Pengukuran 
1) pengakuan biaya 
Ketentuan biaya di PSAK 107 yaitu biaya perolehan objek 
ijarah diakaui pada saat objek ijarah diperoleh, sebesar biaya 
perolehan.Untuk biaya perolehan di BMT Tumang diakui pada saat 
memperoleh objek sebesar biaya perolehan.Untuk biaya perolehan di 
BMT Tumang sudah sesui dengan PSAK 107. 
 
2) Penyusutan dan Amortisasi 
Penyusutan asset ijarah di PSAK 107 disusutkan jika berupa 
asset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan 
penyusutan untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur 
ekonomis).Penyusutan objek ijarah di BMT Tumang dilakukan selama 
umur manfaatnya, sudah sesuai dengan PSAK 107. 
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3) Pendapatan 
Ketentuan saat pendapatan sewa dalam PSAK 107 adalah 
Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset 
telah diserahkan kepada penyewa. Pendapatan dana pada BMT 
Tumang diakui pada saat diserahkannya manfaat aset kepada 
penyewa. Untuk pengakuan pendapatan sewa untuk pemilik aset di 
BMT Tumang sudah sesui dengan PSAK 107. 
4) Pengukuran Piutang Pendapatan 
Pengukuran piutang di dalam PSAK 107 adalah piutang 
pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada 
akhir periode pelaporan. Pengukuran piutang pendapatan sewa di 
BMT Tumang diukur sesui dengan nilai yang sebenarnya diakhir 
periode pelaporan. Untuk pengukuran piutang pendapatan di BMT 
Tumang sudah sesui dengan PSAK 107. 
5) Pengakuan Biaya Perbaikan 
Ketentuan biaya perbaikan yang dijelaskan di PSAK 107 
adalah sebagai berikut: Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah 
diakaui pada saat terjadinya, jika penyewa melakukan perbaikan rutin 
objek ijarah dengan persetujuan pemilik maka biaya tersebut 
dibebankan pada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat 
terjadinya. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah di BMT Tumang 
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sudah sesuai PSAK 107 karena diakui pada saat akad sewa, sedangkan 
untuk perbaikan rutin tetap ditanggung oleh penyewa. 
6) Perpindahan kepemilikan 
Perpindahan kepemilikan di PSAK 107 dijelaskan bahwa 
perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa 
dilakukan dengan cara: hibah, penjualan sebelum berakhirnya masa 
akad, penjualan setelah masa akad, penjualan secara bertahap. Untuk 
perpindahan kepemilikan di BMT Tumang belum sesuai dengan 
PSAK 107 karena praktik belum ada praktik Ijarah Muntahiyah 
Bittamlik. 
b. Penyajian  
Ketentuan penyajian pendapatan ijarah dalam PSAK 107 yaitu 
pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang 
terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, 
dan sebagainya. Penyajian pendapatan ijarah disajikan setelah dikurangi 
beban yang terkait dan disajikan secara neto, penyajian pendapatan di 
BMT Tumang sudah sesuai dengan PSAK 107. 
 
 
c. Pengungkapan  
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Ketentuan pengungkapan dalam PSAK 107, pemilik 
mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan 
ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada: 
1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak 
terbatas pada: 
a) Keberadaan wa‟d pengaliha kepemilikan dan mekanisme yang 
digunakan. 
b) Pembatasan pembatasan, misalnya ijarah-lanjut. 
2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk 
setiap kelompokijarah. 
BMT Tumang mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi 
ijarah, di ungkapkan dalam akad (Perjanjian). BMT Tumang sudah sesuai dengan 
PSAK 107 antara lain: isi kesepakatan ijarah, seperti biaya perolehan, penyusutan 
atau amortisasi, pendapatan dan beban. 
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4.5 Hasil Analisis  
Tabel 4.1 
Analisis Kesesuaian Akad Ijarah di BMT Tumang dengan Fatwa DSN MUI 
 
No 
 
Akad ijarah di BMT Tumang 
 
Ketentuan ijarah akad ijarah DSN MUI 
 
Keterangan 
 
1 
 
  Pernyataan dari kedua belah 
pihak, Pihak yang berakad terdiri 
dari pemberi sewa dan penyewa. 
 
  Ketentuan ijarah menurut DSN MUI rukun dan Syarat Ijarah: 
Shigat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua 
belah pihak, Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas 
pemberi sewa / pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. 
 
 
Sesuai  
2   
 Manfaat barang atau jasa dapat 
dinilai dan dilaksanakan dalam 
kontrak, manfaat barang atau jasa 
yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan), kesanggupan 
memenuhi manfaat nyata dan 
sesuai dengan syari‟ah, manfaat 
dikenali secara spesifik sedemikian 
   
Ketentuan Objek Ijarah menurut DSN MUI yaitu: Objek ijarah 
adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa, manfaat 
barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 
kontrak, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan 
(tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata 
dan sesuai dengan syariah, manfaat harus dikenali secara spesifik 
sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) 
yang akan mengakibatkan sengketa, spesifikasi manfaat harus 
 
Sesuai  
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rupa untuk menghilangkan 
ketidaktahuan yang akan 
mengakibatkan sengketa. 
dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, Bisa juga 
dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik, 
 
Tabel berlanjut...  
5
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Lanjutan tabel 4.1. 
3  
  Menyediakan barang yang 
disewakan atau jasa yang 
diberikan, memberikan jaminan 
bila terjadi cacat pada barang yang 
disewakan, menanggung biaya 
pemeliharaan. 
 
  Kewajiban LKS menurut DSN MUI sebagai pemberi manfaat 
barang atau jasa: Menyediakan barang yang disewakan atau jasa 
yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, menjamin 
bila terjadi cacat pada barang yang disewakan. 
 
Sesuai 
 
Table 4.2 
Analisis Kesesuain Akad Ijarah di BMT Tumang Boyolali dengan PSAK No. 107 
 
No 
  
Akad Ijarah di BMT Tumang 
Boyolali 
 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No. 107 
 
 
Keterangan 
1 Pengakuan dan 
pengkuran 
a. Pengakuan 
biaya 
 
  Biaya perolehan di akaui saat 
memperoleh objek ijarah sebesar 
biaya perolehan. 
 
  Biaya objek ijarah diakui pada saat objek 
ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. 
 
 
Sesuai  
5
1
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Lanjutan tabel 4.2. 
  
b. Penyusutan 
dan 
Amortisasi 
 
  Penyusutan asset yang dapat 
disusutkan di BMT Tumang 
dilakukan selama umur 
ekonomisnya. 
 
  Disusutkan jika asset yang dapat 
disusutkan sesuai dengan kebijakan 
penyusutan untuk asset sejenis selama 
umur manfaatnya (umur ekonomis). 
 
 
Sesuai 
  
c. Pendapatan 
sewa 
 
  Diakui pada saat diserahkannya 
manfaat aset kepada penyewa. 
 
  Diakui pada saat manfaat atas asset telah 
diserahkankepada penyewa. 
 
 
Sesuai 
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d. Pengakuan 
biaya 
perbaikan 
objek 
 
 
  Pengakuan biaya perbaikan objek 
ijarah diakui pada saat terjadinya, 
sedangkan untuk perbaikan rutin 
tetap ditanggung oleh penyewa. 
 
 
  Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah 
diakaui pada saat terjadinya. jika penyewa 
melakukan perbaikan rutin objek ijarah 
dengan persetujuan pemilik maka biaya 
tersebut dibebankan pada pemilik dan 
diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 
 
 
Sesuai 
  
e. Pengukuran 
pendapatan 
sewa 
 
 
  Piutang pendapatan sewa diukur 
sesui dengan nilai yang direlisasikan 
diakhir periode pelaporan. 
 
  Piutang pendapatan sewa diukur sebesar 
nilai yang dapat direalisasikan pada akhir 
periode pelaporan. 
 
 
Sesuai  
Tabel berlanjut... 
 
Lanjutan tabel 42. 
 
2.  
 
Penyajian  
 
  Penyajian pendapatan ijarah 
disajikan setelah dikurangi beban 
 
  Pendapatan ijarah disajikan secara neto 
setelah dikurangi beban yang terkait, 
 
Sesuai 
xci 
 
xci 
 
yang terkait dan disajikan secara 
neto. 
misalnya beban penyusutan, beban 
pemeliharaan dan perbaikan, dan 
sebagainya. 
 
  
Pengungkapan 
 
  BMT Tumang mengungkapkan hal-
hal yang terkait dengan transaksi 
ijarah, namun hal-hal tersebut di 
ungkapkan dalam akad (Perjanjian) 
antara lain: 
a. Penjelasan umum isi akad 
yang signifikan. 
b. Nilai perolehan dan 
akumulasi penyusutan atau 
amortisasi untuk setiap 
kelompokijarah. 
 
  pemilik mengungkapkan dalam laporan 
keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah 
muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas 
pada: 
1. Penjelasan umum isi akad yang 
signifikan yang meliputi, tetapi tidak 
terbatas pada: 
a. Keberadaan wa‟d pengaliha 
kepemilikan dan mekanisme yang 
digunakan. 
b. Pembatasan pembatasan, misalnya 
ijarah-lanjut. 
2. Nilai perolehan dan akumulasi 
penyusutan atau amortisasi untuk 
setiap kelompok ijarah. 
 
 
Sesuai 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1   Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab 
sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ketentuan akad ijarah yang diterapkan oleh BMT Tumang 
sudah sesuai dengan ketentuan akad ijarah. Sedangkan pengakuan pada saat objek 
ijarah diperoleh, penyusutan objek ijarah, pengakuan sewa selama masa akad, 
pengakuan biaya, pengukuran piutang pendapatan sewa, penyajian pendapatan 
ijarah, serta pengungkapannya sudah sesuai dengan PSAK 107. Jadi dapat di 
simpulkan bahwa penerapan akuntansi dalam akad ijarah di BMT Tumang saat 
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sudah sepenuhnya sesuai 
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107. 
5.2   Keterbatasan penelitian 
Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki 
kelemahan dan kekurangan karena minimnya data yang berhasil diproleh di 
lapangan dan semua sudah tersistem. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan 
perusahan dan pertimbangan rahasia perusahaan. 
5.3   Saran 
xciv 
 
xciv 
 
Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka Penulis memberikan saran antara lain:  
1. Karena BMT Tumang sudah menerapkan standar akuntansi keuangan 
syariah yang berlaku yaitu PSAK No. 107 penulis menyarankan agar 
BMT Tumang dapat secara konsisten melakukan penerapan tersebut 
guna membentuk system lembaga keuangan syariah yang benar-benar 
murni berbasis syariah. 
2. Karena belum adanya transaksi Ijarah Muntahiyah Bittamlik, agar BMT 
Tumang mempertimbangkan untuk menambahkan transaksi Ijarah 
Muntahiyah Bittamlik. 
3. Perlu diadakan evaluasi kembali oleh peneliti selanjutnya mengenai 
penerapan PSAK Syariah di BMT Tumang dengan meneliti produk-
produk pembiayaan dengan mengambil variabel lain misalnya 
murabahah, salam, istisnha, musyarakah ataupun produk-produk 
perbankan syariah lainya. 
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A. Ketentuan Akad Ijarah 
1. Apakah akad sewa menyewa di BMT Tumang digunakan pada pembiayan 
produktif dan konsumtif ? 
2. Apa saja  prosedur dan syarat pengajuan pembiayaan ijarah ? 
3. Bagaimanakah ketentuan ketentun tentang objek sewa ? 
4. Bagaimanakah penentuan untuk biaya sewa objek ijarah ? 
5. Apa bentuk sewa menyewa yang di implementasikan (Ijarah atau IMBT) ? 
6. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh LKS sebagai pihak yang 
menyewakan ? 
7. Apakah pernah terjadi sengketa dalam pembiayaan ijarah ?  
8. Apakah pernah terjadi anggota yang menunggak ? Jika ada ,bagimana cara 
penyelesaiannya ? 
9. Jika terjadi telat masa pembayaran oleh anggota bagaimana kebijakan tentang 
waktu ? Bagaimana jika jatuh tempo pada hari libur ? 
10. Bagaimana jika nasabah meninggal, Apakah kewajiban pelunasan dialihkan ke 
ahli waris atau pihak lain sebagai penjamin 
11. Siapakah yang bertanggung jawab atas biaya perbaikan objek ijarah ? 
 
 
 
 
 
c 
 
c 
 
1. Iya. Pembiayaan produktif dipakai untuk kebutuhan produksi seperti 
peningkatan usaha. Kebutuhan konsumtif dipakai untuk memenuhi kebutuhan 
tambahan seperti bangunan, kendaraan , pendidikan. 
2. Mendaftar menjadi anggota KSPPS => Pengajuan pembiayaan => proses => 
penyerahan. Untuk syarat syaratnya yaitu, Foto copy KTP, foto copy kartu 
keluarga dan surat nikah, foto copy rekening (listrik/telpon/PAM), slip gaji 
terakhir (untuk pegawai), foto copy surat jaminan (BPKB/Sertifikat tanah). 
3. Tidak menyalahi aturan aturan syariah. 
4. Dengan melihat nilai manfaat barang atau jasa terlebih dahulu.  
5. Bentuk sewanya menggunakan Ijarah.  
6. Menyediakan barang dan jasa, menanggung biaya pemeliharaan, menjamin 
jika terdapat cacat pada barang yang disewakan. 
7. Selama ini belum pernah terjadi persengketaan. 
8. Iya, penyelesaiannya dengan istiqomah dan silaturahmi. 
9. Diberikan tenggang waktu selama 3 hari. 
10. Langsung lunas, karena BMT Tumang bekerjasama dengan dana asuransi. 
11. Anggota yang menanggung biaya perbaikan objek ijarah yang bersifat ringan. 
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